
GTJBERN-UR LAMPUNG
 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ \~ /VI.03/HK/2017
 

TENTANG
 

PENETAPAN KURANGILEBIH dALUR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
 
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SF·-PROVINSI LAMPUNG
 

UNTUK DANA BAGI BASIL PAJAK ROKOK BULAN DESEMBER
 
TAHUN ANGGARAN 2015
 

GUBERNUR LA1Y1PUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor 
Gj634jIII.20jHKj2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang 
Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada 
Pemerintah KabupatenjKota Se-Provinsi Lampung Untuk 
Bulan Desember Tahun 2015, ternyata dari hasil koreksi data 
penghitungan terdapat kelebihau/kekurangan salur; 

b.	 bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum 
pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 
Jenis Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a 
tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Penetapan 
LebihjKurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada 
Pemerintah Kabupaterr/Kota se-Provinsi Lampung untuk Bulan 
Desember Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Gubernur 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

3.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6.	 Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Frovinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014; 



9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2015; 

MEMUTUSK.AN: 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 
PERHITUNGAN KURANG/LEBIH SALUR DANA BAGI BASIL 
PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN I KOTA 
SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK BULAN DANA BAGI HASIL 
PAJAK ROKOK BULAN DESEMBER TABUN ANGGARAN 2015. 

KESATU Penetapan Perhitungan Kurang/Lebih Salur Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok Bagian Pemerintah Kabupaterr/ 
Kota se-Provinsi Lampung untuk Bulan Desember Tahun 
Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

~ KEDUA Penyaluran Kurang/Lebih Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak 
Daerah Provinsi Jenis Pajak Rokok untuk masing-masing 
Pemerintah Kabupateri/Kota dimaksud pada Diktum Kesatu 
dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada Gubemur Lampung. 

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
rnestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
padatanggw 1 - 3. 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.RmH 

Tembusan: 
1. Menteri Dalarn Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; 
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung 
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
8. Kepala Badan PendapatanjKepala DP2KD KabupatenjKota se-Provinsi Larnpung. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ Ir& /VI.03/HK/2017 
TANGGAL: 7 - j • 2017 

PENETAPAN PERHITUNGAN LEBm I KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH)
 
PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATENIKOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
 

UNTUK DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK BULAN DESEMBER TAHUN 2015
 

NO PEMERINTAH DAERAH 
PENETAPAN 
DBHAWAL 

PENETAPAN DBH 
HASIL KOREKSI 

SELISm 
LEBm/KURANG 

SALUR 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Kota Bandar Lampung 6.456.389.833 7.488.755.089,22 (1.032.365.256) Kurang Salur 

2 KotaMetro 4.433.046.647 3.474.030.968,57 959.015.678 Lebih Salur 

3 Kabupaten Lampung Utara 5.555.779.992 5.741.800.576,02 (186.020.584) Kurang Salur 

4 Kabupaten Lampung Selatan 6.456.389.833 7.533.585.348,72 (1.077.195.516) Kurang Salur 
-, 

5 Kabupaten Lampung Barat 4.768.251.207 4.156.647.404,87 611.603.802 Lebih Salur 

6 Kabupaten Tanggamus 5.466.930.590 5.545.260.237,89 (78.329.648) Kurang Salur 

7 Kabupaten Tulang Bawang 5.103.455.767 4.819.524.270,91 283.931.496 Lebih Salur 

8 Kabupaten Lampung Tengah 7.126.798.952 8.877.098.075,14 (1.750.299.123) Kurang Salur 

9 Kabupaten Way Kanan 5.111.532.985 4.847.084.315,73 264.448.669 Lebih Salur 

10 Kabupaten Lampung Timur 6.549.277.843 7.724.173.776,20 (1.174.895.933) Kurang Salur 

11 Kabupaten Pesawaran 5.099.417.157 4.812.345.3 19,64 287.071.837 Lebih Salur 

12 Kabupaten Pringsewu 5.002.490.539 4.623.034.847,32 379.455.692 Lebih Salur 

13 Kabupaten Tulang Bawang Barat 4.699.594.852 4.014.524.535,62 685.070.316 Lebih Salur 

14 Kabupaten Mesuji 4.525.934.659 3.673.829.837,78 852.104.821 Lebih Salur 

15 Kabupaten Pesisir Barat 4.416.892.212 3.440.488.464,36 976.403.748 Lebih Salur 

Jumlah 80.772.183.068 80.772.183.068,00 -


